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BUPATI XONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PDRAT― BUPATE KONAWE
ⅡOMOR ユ引 TAHUN 2015

TENTANG

PERUB― ATAS PERATURAN BUPATE XONAWE NOMOR 5
TAHUN 2014 TDNTNG RETRIBUSIIZIN OANGGUAN

DALAM KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI KONAU/E,

: a. bahwa untuk menghindari terl'adinya masa berlaku
suatu izin usaha secara terus menerus tanpa ada
waktu yang membatasi maka dipandang perlu
untuk menentukan tenggang waktu berakhirnya
suatu izin usaha;

b. bahwa ketentuan Pasal 9 dan Pasal 15 Peraturan
Bupati Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Izin Gangguan
Dalam Kabupaten Konawe perlu dilakukan
penyesuaian perubahan masa berlaku izin usaha
dan retribusi daftar ulang (heregistrasi) pada
perusahaan dalam wilayah Kabupaten Konawe;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu
ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Perubahan.

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822|;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3215);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa38l;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AAT Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a72aJ;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OA7 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a725);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a8a6\;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50a9);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOg
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5058 );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2Ol1
Nomor 53, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5058);
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10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 204 Nomor 244, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

L L. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36a9\;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT

tentang Pembagaian Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13
Tahun 2OOT tentang Susunan Organisasi Dan Tata
Kerja l,embaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Tahun 2OOT Nomor 47);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OA8
tentang Pedoman Pemberian Insentif dan pemberian
Kemudahan Penanaman Modal (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aB9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Konanve Nomor 4
Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2OL2
Nomor 03);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2
tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Perizinan
Terpadu Satu Pintu dan Penanarnan Modal Daerah
Kabupaten Konawe (l,embaran Daerah Kabupaten
Konawe Tahun 2013 Nomor 111);



Menetapkan

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran
Bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan
penanaman modal menurut Undang-undang Nomor
1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun
1968;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1987 tentang penertiban Pungutan-pungutan dan
Jangka Waktu terhadap Pemberian izin Undang-
undang Gangguan (UUG) /H'O) ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
1gg3 tentang lzin mendirikan Bangunan {IMB) dan
Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/H.O bagi
Perusahaan Industri;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyelenggara Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

2l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2OA9 tentang Pedoman Penetapan lzin Gangguan di
Daerah;

MEMUTUSKAN

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN DALAM KABUPATEN KONAWE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Nomor 5 Tahun 2Ol4
tentang Retribusi Izin Gangguan dalam Kabupaten Konawe (Berita Daerah
Kabupaten Konawe Tahun 2Al4 Nomor 164ll dirubah dan harus dibaca
sebagai berikut :
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Pasal 9

(1). Izin gangguan berlaku selama 5 Tahun dan dapat diperpanjang
kembali oleh perusahaan di dalam menjalankan usahanya.

Pasal 15

Besarnya Retribusi daftar ulang (heregistrasi) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 Ayat (3) ditetapkan 25 o/o {dua puluh lima persen) dari
tafif izirl- gangguan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal 2015

BUPATI KONAWE,

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundal■ gkarl di unaaha
pada tangga1               2015

Plt.SEKRETARIS DAERAH
XABUPATEN KONAWE,

H.RIDWAN,SoSose,M.Si

BDRITA DAD-1聰 L=瀾mA"N KttAwE T― N2015 NOMoR ユ l｀


